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A. UMUM

1.

Pembatasan akses oleh auditi adalah situasi dimana auditi menolak
memberikan informasi (data/catatan/keterangan) yang dibutuhkan oleh auditor
untuk memperoleh gambaran atas suatu kejadian/permasalahan atau
menegaskan suatu gambaran yang diperoleh sebelumnya dari data lain.
Akibatnya, auditor tidak dapat menarik kesimpulan yang memadai atas
kondisi/permasalahan yang ditemukan.

Pembatasan akses bisa meliputi informasi, sistem informasi, catatan.
dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan

pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1.
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C. PROSEDUR

No.

Prosedur

1

Jangka
waktu ,
maksimal |
penyelesaian |

o1

Auditor menyampaikan kepada auditi dampak/konsekwensi dari
penclakan atas akses informasi sistem informasi, catatan,
dokumentasi, aset, dan personil yang berpengaruh terhadap
simpulan hasil audit dan kosekuensi dari tindakan tersebut
kepada pimpinan auditi.

45 Jam

02

Jika auditi tetap tidak memberikan akses yang diminta auditor,

| maka auditor meminia kepada auditi untuk membuat surat
| pernyataan penolakan pemberian akses atas informasi dengan
! dilengkapi dengan alasan penolakan tersebut. !

1 Hari

03

Auditor melaporkan pembatasan akses oleh audii tersebutE
| kepada Inspektur.

Apabila penugasan tersebut merupakan permintaan dari
stakeholder (Bupati, Kepolisian/Kejaksaan, BPK, BPKP, dan lain-
lain), maka Inspektur melaporkan pembatasan akses/penolakan
pemberian informasi oleh auditi tersebut kepada stakeholder
dengan surat resmi yang dilampiri copy surat penolakan dari
auditi.

1 Hari

Tim audit membahas secara intern signifikanftidaknya dampak
penolakan pemberian informasi oleh auditi terhadap hasit audit
(parsial atau keseluruhan).

1 Mari

05

Tim audit menyusun draft laporan hasil pemeriksaan yang
memuat penolakan pemberian informasi oleh auditi.

1 Hari

D. FORMULIR YANG DIGUNAKAN
1. Surat Pernyataan Penolakan Pemberian Informasi kepada Auditor

2. Surat kepada stakeholder mengenai adanya penolakan pemberian informasi

oleh auditi.
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